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TENTANG 

PEMBENTUKAN TIM PENERAP AN ST AND AR PELA YANAN MINIMAL 

DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATA,.� 

KEP ALA DIN AS KESEHAT AN KABUP ATEN PESISIR SELAT AN 

Menimbang 

Mengingat 

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan 
Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Surat Keputusan 
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan tentang 
Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 

b. bahwa sesuai ketentuan pasal 1 ayat (1) Peraturan menteri kesehatan
Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu
Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan,
Pemerintah Daerah wajib menerapkan Standar Pelayanan Minimal
Bidang Kesehatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Tentang Pembentukan Tim Penerapan SPM Bidang Kesehatan di
Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2019

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
25);

2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang­
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246),
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018
Tentang Standar Pelayanan Minimal








